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M ekanisme pengembalian kembali pajak Pertambahan Nilal padaindustri hulu migas mengalami perubahan
yang signifikan sgjak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan
pengembalian kembaliPPN seperti SKF, SKPN dan konfirmasi faktur pajak dari DJP membuat prosedur
pengembalian kembali PPN menjadi lebih lama dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisisimplementasi prosedur pengembalian kembali PPN Migas berdasar PMK 218 Tahun 2014 di
PT X. Pendlitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam untuk pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengembalian kembali PT X harus melalui limatahap
yaitu penyiapan surat permohonan kembali PPN, verifikas dokumen oleh SKK Migas dan konfirmasi DJP,
penelitian terhadap surat permintaan pengembalian kembali PPN oleh DJA, pengeluaran surat perintah
pembayaran, dan pencairan danadari rekening migas. Namun, dalam proses pengimplementasiannya PT X
mengalami permasal ahan seperti birokrasi yang terlalu panjang.

<hr><i>The mechanism of reimbursement of Value Added Tax on the upstream oil and gas experienced a
significant change since the PMK No. 218 of 2014 was enforced. Additional requirements filing documents
VAT reimbursement such as SKF, SKPN, and confirmation tax invoice from the DJP make VAT
reimbursement procedures become longer. This study aimed to analyze the implementation of the VAT
reimbursement procedure based on PMK 218 2014. This qualitative research used in-depth interview as data
collection technique.

Astheresult, there are five stages that has to be passed in the procedure. The stages are preparation of VAT
returns documents, documents verification by SKK Migas and confirmation by DJP, study of VAT
reimbursement's letter of request by DJA, the issue of a payment order, and funds disbursement from oil and
gas account. However, there are some problems in the implementation, long bureaucracy is one of them.</i>


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431673&lokasi=lokal

